
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan

keberadaannyauntuk menunjang sektor ekonomi, hal ini disebabkan karena bank

merupakanlembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuksimpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kreditatau bentuk

lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.Seperti diketahui bersama di

Indonesia telah ada dua sistem perbankanyaitu bank konvensional dan bank

syariah.Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang

telah diubah denganUndang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.Namun belum spesifik

sehinggalahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Pengertian perbankan syariah pada Undang-Undang ini adalah segalasesuatu yang

menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah,mencangkup kelembagaan, kegiatan

usaha, serta cara dan proses dalammelaksanakan kegiatan usahanya, sehingga tata cara

operasionalnyaberdasarkan tata cara muamalat, yaitu berdasarkan ketentuan yang

terdapatdalam syariat Islam. Berpedoman pada praktik-praktik bentuk usahayang ada pada

zaman Rasulullah SAW, bentuk-bentuk usaha yang tidak dilarang olehRasulullah atau

bentuk-bentuk usaha baru yang lahir sebagai hasil ijtihad paralama dan cendikiawan yang

tidak menyimpang dari ketentuan al-Quran dan al-Hadist.1

Berdasarkan perkembangan zaman dan tingkat pengetahuan masyarakatdi Indonesia,

menyadari akan keuntungan dari kegiatan usaha yang dilakukanoleh bank konvensional

1 Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan
Pasar Modal) di Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 6
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didapat dari bunga kredit yang dimanfaatkannya daridana simpanan masyarakat dan

dipinjamkan kembali pada masyarakat yangmembutuhkan dengan tambahan bunga, bunga

merupakan keuntungan yang diperoleh bank konvensional berasal dari kredit yang

dipinjamkan pada masyarakat yang membutuhkan dana. Kata kredit sendirimerupakan istilah

yang digunakan pada bank konvensional.Berasal dari kata Romawi “Credere” artinya

percaya, sedangkan pengertiankredit menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 yangdimaksud dengan kredit adalah:Kredit adalah penyedia uang atau tagihan

yang dapat dipersamakan dengan ituberdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bankdengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

hutangnyasetelah jangka waktu dengan pemberian bunga.2

Kewajiban pihak peminjam melunasi hutangnya menurut jangka waktuyang telah

ditentukan, disertai dengan pembayaran bunga, sehingga bungamerupakan kewajiban yang

harus dibayar selain dari jumlah dana yang telahpinjam. Sistem penarikan bunga yang

dilakukan oleh bank konvensionalmerupakan hal yang menjanjikan keuntungan yang mudah

tanpa menanggungresiko yang tinggi, hal ini bertentangan dengan hukum Islam

yangmengharamkan riba dan menghargai usaha.3 Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam

al-Quran yang berbunyi:


…

Artinya:Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.(QS. al-Baqarah ayat 275).4

Di dalambank syariah yangberdasarkan prinsip syariah, yang kegiatan usahanya

dilakukan berdasarkanprinsip pembagian keuntungan dan kerugian sehingga tidak ada

2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 11
3 Warkum Sumitro, Op.cit, h. 54
4 Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta : PT. Tiga Serangkai, 2007), h. 26



pemakaianbunga seperti halnya yang dilakukan bank konvensional.Perbankan syariah di

Indonesia dapat berkembang dengan pesat karenakemampuannya dalam menghimpun dan

menyediakan dana pembiayaandengan menerapkan sistem bagi hasil dari pembiayaan yang

diberikan kepadamasyarakat yang membutuhkan, jika terjadi resiko maka ditanggung oleh

keduabelah pihak, yaitu bank dan masyarakat pengguna dana, hal ini disebabkankarena

kedudukan antara bank dan masyarakat pengguna dana bukansebagai kreditor dan debitor

tetapi sebagai mitra, jadi yang digunakanadalah prinsip kemitraan (partnership), sehingga

dalam perbankan syariahmenerapkan asas kehati-hatian dan kegiatan usaha yang sehat

sertaditerapkan konsep keadilan, seperti halnya adanya jaminan atau agunandari nasabah

yang melakukan pembiayaan pada perbankan syariah.

Jaminan atau agunan ini timbul dikarenakan adanya perjanjianpembiayaan antara

nasabah dan bank. Dalam perjanjian ini timbulkewajiban bagi nasabah untuk mengembalikan

dana yang dipinjamnya,tetapi dalam pengembalian dana yang dipinjam itu sering kali

menimbulkanmasalah,dimana yang salah satunya adalah nasabah lalai dalam

mengembalikandana tersebut, sehingga dibutuhkan jaminan guna memastikan

pengembaliandana bank.

Dengan adanya jaminan maka menimbulkan hak yang diutamakan bagibank dalam

pelunasan pembiayaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131KUHPerdata, yang

menyatakan:Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak,baik

yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari,menjadi tanggungan untuk

segala perikatan perseorangan.Jadi hak tagih bank dijamin dengan barang nasabah yang

sudah ada padasaat terjadinya perjanjian pembiayaan, barang yang akan ada yaitu barang



yangpada saat perjanjian pembiayaan belum ada tetapi kemudian menjadimilik nasabah baik

benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Jaminandapat berupa jaminan materiil atau kebendaan maupun immaterial atau

perorangan.Jaminan yang bersifat perorangan dapat berupa penanggungan yang

berbentukjaminan pribadi maupun jaminan perusahaan, sedangkan jaminan

kebendaanmerupakan pengikatan barang sebagai jaminan utang.Terhadap jaminan

kebendaan dikenal beberapa macam dalam hukum,yaitu:

1. Hak tanggungan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996tentang Hak

Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, atau yang

dikenal dengan UUHT. Objek jaminan kebendaanhak tanggungan adalah tanah dan

benda-benda yang berkaitan dengantanah sehingga yang dulunya menggunakan hipotik

sebagai lembagajaminan untuk tanah dan turutannya tidak berlaku lagi dengan adanya

UUHT.

2. Hipotik digunakan untuk jaminan kebendaan yang objek jaminannya adalahbenda tidak

bergerak selain tanah. Hipotik ini diatur dalam Pasal 1162sampai dengan 1178

KUHPerdata.

3. Gadai digunakan untuk benda bergerak yang pelaksanaannya dengancara diserahkan,

sehingga objek jaminan yang menggunakan lembagagadai berada dalam kekuasaan

kreditor, baik penguasaan secara fisikmaupun hak kepemilikannya (yuridis). Gadai diatur

dalamKUHPerdata Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160.

4. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999tentang Jaminan

Fidusia. Pada jaminan fidusia objek jaminannya samadengan gadai yaitu benda bergerak

dan tidak bergerak tetapi debitor tetapdapat menguasai secara fisik objek tersebut,



sedangkan kreditor hanyamenguasai secara yuridis (hak milik) atas objek tersebut, oleh

karenanyajaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang didasarkan

kepercayaan,sehingga apabila debitor telah membayar kewajibannya, maka

kreditorberkewajiban untuk mengembalikannya, begitu juga sebaliknya jika

debitorwanprestasi maka kreditor berhak mengeksekusi objek tersebut.5

Berdasarkan keempat macam lembaga jaminan kebendaan, makalembaga jaminan

fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan yang dianggapmenguntungkan, karena benda

bergerak yang menjadi objek jaminannya tetapdapat digunakan untuk kegiatan debitor

(nasabah). Objek jaminan fidusia tidakhanya benda bergerak saja tetapi juga benda tidak

bergerak, oleh karena itulembaga jaminan fidusia lahir untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat yangmembutuhkan dana dengan cara pembiayaan (kredit).

Pada bank syariah, jaminan atau agunan digunakan untuk jasapembiayaan.Dengan

ketentuan barang yang dijadikan jaminan itu harusdisimpan oleh bank atau disebut dengan

rahn pada istilah bank syariah.Hal ini dapat menghambat usaha yang dilakukan oleh

pengguna dana,apabila barang yang menjadi jaminan tersebut merupakan barang

yangdigunakan untuk usahanya, oleh karena itu untuk mempermudah masyarakatpengguna

dana, maka bank syariah pada pembiayaannya menggunakanlembaga jaminan fidusia.

Pengaturan penggunaan lembaga jaminan fidusiadalam pembiayaan pada bank syariah tidak

diatur dalam ketentuan syariah.Halini menimbulkan permasalahan, karena penerapan

lembaga jaminan fidusiaberdasarkan hukum positif Indonesia sedangkan setiap kegiatan

perbankansyariah harus berdasarkan ketentuan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang karyawan Bank Mega

Syariah Cabang Pekanbaru ia mengatakan bahwa mengapa Bank Mega Syariah tidak

5 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 4-5



menyimpan jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank, lantaran bisa menghambat

perkembangan usaha yang dilakukan usaha nasabah dan juga calon nasabah tidak akan mau

meminjam uang ke Bank Mega Syariah, lantaran bank-bank konvensional tidak melakukan

seperti itu, hanya memberikan pemberian jaminan fidusia.6

Mengingat setiap transaksi yang dilakukan dalam perbankan dibuatdengan akta

perjanjian, dimana penggunaan akta perjanjian pada pembiayaandan pemberian jaminan

fidusia pada Bank Mega Syariah tidak diatur secara jelas.Bentuk pembiayaan yang biasanya

menggunakan lembaga jaminan fidusiaadalah pembiayaan Murabahah (pembiayaan dengan

prinsip jual beli).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yangberjudul:

Jaminan Fidusia Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Pada Bank Mega Syariah

Cabang Pekanbaru).

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan serta tepat dalam

melalukan pembahasan agar mudah dipahami, maka penulis membatasi penelitian ini

tentangJaminan Fidusia Menurut tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Pada Bank Mega Syariah

Cabang Pekanbaru).

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedurpemberian jaminan fidusia di Bank Mega Syariah Cabang

Pekanbaru?

6 Syamsul Arifin, (Karyawan Bank Mega Syariah), wawancara, Pekanbaru, 27 Januari 2015



2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap jaminan fidusia pada Bank Mega Syariah

Cabang Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui prosedur pemberian jaminan fidusia di Bank Mega Syariah

Cabang Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap jaminan fidusia pada Bank

Mega Syariah Cabang Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

a. Untuk melengkapi persyaratan guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaku perbankan dan

nasabah dalam melakukan jaminan fidusia.

c. Dapat memberikan kontribusi bagi para intelektual-intelektual muda dalam

melakukan jaminan fidusia.

E. Metode Peneltian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (field research) yang berlokasi di Jalan Jenderal

Sudirman No 351yaitu kantor bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru. Alasan penulis



melakukan penelitian di Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru, pengamatan peneliti

belum pernah diteliti dan layak untuk diteliti tentang penerapan jaminan fidusia tersebut.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan, karyawan dan nasabah Bank Mega

Syariah dan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Objek penelitian adalah tinjauan fiqih muamalah terhadap jaminan fidusia pada Bank

Mega Syariah Cabang Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan individu dengan karakteristik khas yang menjadi

perhatian dalam suatu penelitian (pengamatan).7 Sampel adalah suatu bagian dari

populasi yang akan diteliti yang dianggap dapat menggambarkan populasi.8Populasi

dalam penelitian ini 1 orang pimpinan dan 5 orang karyawan Bank Mega Syariah Cabang

Pekanbaru, karena populasinya sedikit maka penulis menjadikan semua populasi sebagai

sampel.

4. Sumber Data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari pimpinan dan karyawan, dan yang

berhubungan penelitian ini.

b. Data sekunder, yaitu literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, yaitu

berupa buku-buku ilmiah yang mendukung penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 2012), h. 133
8 Hidayat Syah, Metodologi Penenlitian, (Pekanbaru, FTK, 2007), h. 125



a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk

melihat kejadian yang sebenarnya.

b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden.

c. Studi dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dari arsip yang berada di Bank Mega

Syariah Cabang Pekanbaru.

6. Metode Penulisan

a. Deduktif, yaitu mengambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data

yang diperoleh kemudian dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan secara khasus.

b. Induktif, yaitu mengumpulkan data yang ada kemudian dihubungkan dengan masalah

yang diteliti dan diambil kesimpulan secara umum.

c. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan

data yang diperoleh kemudian di analisa.

7. Metode Analisa

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif

kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan ke dalam

kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut kemudian data tersebut

dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga akhirnya akan diperoleh

gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka

penulisan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab terdiri dari beberapa pasal yang

kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.
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